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NOMOR : © TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH '
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota
Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai
Tahun Anggaran 2018, perlu segera diatur Petunjuk -
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun
Anggaran 2018; -

b. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas merupakan upaya untuk meningkatkan
tertib administrasi dan memperlancar sistem Pengelolaan
"Keuangan Daerah serta tercapainya peningkatan
pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap
Tahun Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
- dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tan_]ungbalal Tahun
Anggaran 2018.

‘Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang

' ‘ Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN RI
Tahun 1956 Nomor 60, TLN RI Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

‘Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5,

TLN RI Momor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126,
TLN Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (LN Rl Tahun 2009 Nomor
130, TLN RI Nomor 5049);

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI
Tahun 2011 Nomoer 82, TLN RI Nomor 5234});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor
5494);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244,
TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat I
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan
(LN RI Tahun 1987 Nomor 41, TLN RI Nomor 3361);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor
140, TLN Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN
Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (LN RI Tahun 2008
Nomor 20, TLN Rl Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2016 Nomor 114, TLN RI
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2017 Nomor 106, TLN RI
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan ketiga atas peraturan
pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
keuangan pimpinan dan anggota DPRD (LN RI Tahun
2007 Nomor 471, TLN RI Nomor 4712).

Peraturan Presidlen Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 -
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daer:ah; '

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan perangkat daerah Kota
Tan jungbalai;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

‘Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang; termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggurigjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.
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Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala
daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Pengguna Anggaran yaﬁg selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. |

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksahaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program

‘sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah adalah pejlabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, mengusulkan pembayaran atas
elebihan  penerimaan pendapatan pada tahun  Dberjalan,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, m'embayarkan,_ menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah
dan SKPKD.
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Pengurus Barang Milik Daerah adalah v::awai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daerah dalam r oses pemakaian yang ada
disetiap Perangkat Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keiuar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersit.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemeziatah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersit.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisth kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua pener’maan yang perlu dibaxyar
kembali dan atau pengeluaran yang aken diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkuizi maupun ‘padé tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturz.. Perundang-undangan.
Belanja Tidak Langsting adalah belanp yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksan &r.n program dan kegiatan.
Belanja Langsung adalah belanja yang d'anggarkan terkait secara
langsung dengan pelakéanaan program c& .t kegiatan.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya < ingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikan dengan tujuan pz2merataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai :ebutuhan daerah dalam
fangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutniya disingkat DAK adalah dana
yahg bersumber dari Anggaran Pendajan dan Belanja Negara
yang dialokasikan kepada daerah terte: 1 dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus ~ang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasic ‘L
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Belan ja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk

keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan
pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
_penggunaén barang milik daerah.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri

sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditunjuk

untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan E-Purchasing.
Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah personil

. yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang

melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Penyedia Barang/Jasa adalah suatu badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan Barang/Peker jaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.

-Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/atau kelompok masyarakat. '

Dokumen Pengadaan édalah, dokumen yang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja PBJ /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam .proses

Pengadaan Barang/Jasa.
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Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjan)jian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa
atau pelaksana Swakelola. _

Pelelangan Umum  adalah  metode  pemilihan  Penyedia
Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua  Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi
syarat.

Pelelangan  Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia
Barahg/Pekteaan | Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang
mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang
kompleks. ’

Pelelangan Sederhana adalah metode - pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa
Konsultansi yang memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang

- memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu

yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga
Satuan.

Kontes adalah metode pémili’han Penyedia Barang yang
memperlombakan bérang/benda tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang harga/biayénya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa.
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Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung
kepada Peryyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/
Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi
tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang
didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pengadaan  secara  elektronik atau  E-Procurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan
teknologi informasi dan transaksi elektronik sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut LPSE adalah unit kélja K/L/D/1 yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara eiektronik.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa
yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan
secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali
penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik atau . E-Catalogue adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga
barang tertentu dari

berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Bafang/Jasa melalui

sistem katalog elektronik.

: Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi

elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa
secara nasional yang dikelola oleh LKPP. ‘

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh
Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal - hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan E-Government dapat diaplikasikan pada

legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan
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efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses
kepemerintahan yang demokratis.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada
institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme

dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB 1I
AZAS PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 2

Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Azas sebagai berikut:

1.

Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan;

Asas efektifi merupakan pencapaian hasil program dengan target
yang telah di tetapkan, yaitu dengan cara membandingkan
keluaran dengan hasil.

Asas efisien -merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah
untuk mencapai keluaran tertentu atau penggunaan masukan
terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Asas ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas
dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Asas transparan merupakan  prinsip keterbukaan < yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Asas Dbertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban

seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan




pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebij akan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

8. Asas keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya. .

9. Asas kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
dengan wajar dan proporsional.

10. Asas manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah

diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

(1) Peraturan ini merupakan petunjuk teknis tentang pelaksanaan
kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018

(2) Petunjuk Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 4

Setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai harus
mempedomani Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

ayat (2).

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walikota. |

BAB IiI A
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota
Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanéér;“l‘(égiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 201"7‘
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 7

Pieraturan Walikota int mulai berfaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Februari 2018

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Februari 2018

SEXKRETARIS DAE KOTA TANJUNGBALAI

Di™WUSA

BERITA DAERAH KCTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR ....2 .Z/......




. Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Tanjungbalai.

ParafWakil Walikota :Q‘ .
Paraf Sekda : /}7 Ditetapkan di Tanjungbalai

""""" pada tanggal 21 Februari 2018

2

Paraf Asisten Pemerintah
WALIKOTA TANJUNGBALAI
Paraf Kabag Hukum dan HAM - %

Parﬂl{éba; Pebangman et %

M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Februari 2018

SEKRETARIS DAE KOTA TANJUNGBALAI

......................




